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WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 061 /Kep.536-ORG /2024

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1A ayat
(4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung Tahun 2024,

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah di ubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor
16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010
Nomor );

S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 233);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun
2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023
(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor
55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Bandung Nomor 48 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-
2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022
Nomor 48);

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 061 /Kep.828/2023
tentang Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024-
2025.

MEMUTUSKAN:

Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024.
Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
Terhadap implementasi Rencana Aksi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan
monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terhadap
ketercapaian Kegiatan Utama dan Indikatornya paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Hasil evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA, disampaikan kepada Tim Penilai

Nasional.



KELIMA : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Maret 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep.536-ORG /2024

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI TEMATIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2024

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024

TARGET PENYELESAIAN OUTPUT ANGGARAN (Rp) PER RENCANA ARSI PERANGEAT DAERAH KETERANGAN
SASARAN SATUAN PERMASALAHAN RENCANA
TEMA TEMATIK INDIRATOR TARGET TARGET (THE BOTTLENECK) SASARAN INDIKATOR ARSI
™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ LEADING PELAKS
™I o m v TOTAL BATUAN INDIKATOR 1 u m v TOTAL SECTOR ANA

Penanggula Menurunnya BAPPELITBAN
ngan angka G ATAU TIM
Kemiskinan kemiskinan TKPKD




Kerja Sama Jumlah TKPKD Dinas
Pemanfaata Dokumen 251 31.3 313 37. 125.549. Kependu
n Data Kerja Sama 09.9 87.4 87.4 664 960 dukan
Kependuduk Pemanfaatan 92 90,0 90.0 .98 dan
an Data ] 8,0 Pencatat
Kependuduka an Sipil
n
Pelayanan 141 141 14 142 565 Orang Jumlah TKPKD Dinas
Dukungan 1 korban 24.0 24.0 24.0 24, 96.180.0 Sosial
Psikososial bencana yang 45.0 45.0 45.0 045 00
mendapatkan 00 00 00 .00
layanan 0
dukungan
psikososial
kewenangan
kabupaten /kot
a
Pelayanan 2 3 1 1 7 Jumlah 21 TKPKD Dinas
Kesehatan Dokumen 46. 180. | 31.8 98 280.680 Keseha
Penyakit Hasil 708 140. | 50.0 20 .000 tan
Menular Pelayanan .00 000 00 00
dan Tidak Kesehatan 0
Menular Penyakit
Menular
dan
Tidak
Menular
(Program
lmunisasi)
Pemberian 250 250 25 25 1000 Orang Jumlah TKPKD Dinas
Bimbinga 0 0 peserta - 11.4 | 229 11. 45.876. Sosial
n Sosial bimbingan 69.0 | 38.0 46 000
kepada sosial 00 00 9.0
Keluarga kepada 00
Penyanda keluarga
ng penyandang
Disabilitas disabilitas
Terlantar, terlantar,
Anak anak
Terlantar, terlantar,
Lanjut lanjut usia
Usia terlantar,
Terlantar, serta
serta gelandanga
Gelandang n pengemis
an dan
Pengemis masyarakat
dan
Masyarak
at
Pemberian 875 875 | 87 87 3500 Orang Jumlah TKPKD Dinas
Layanan S 5 orang yang 227 | 233. 178. 17 817.798 Sosial
Data dan mendapatka .38 109. | 386. 8.9 .760
Pengadua n layanan 9.8 828 828 12.
n data dan 28 27
pengaduan 6
kewenangan
kabupaten/

kota




Pemberian 125 125 12 125 500 Orang Jumlah orang TKPKD Dinas
Layanan S yang 235. 235. 235. 235 942.359. Sosial
Kedaruratan mendapatkan 849, 330. 330. .84 950
pelayanan 175 800 800 9.1
kedaruratan 75
kewenangan
kabupaten /kot
a
Pemberian 200 200 20 200 800 Orang Jumlah Orang TKPKD Dinas
Layanan 0 Mendapatkan 100 4.37 4.37 4.3 113.737. Sosial
Rujukan Layanan 624 0.87 0.87 71. 250
Rujukan 375 5 5 125
Kewenangan
Kabupaten/Ko
ta
Penanganan 400 400 410 400 1200 Orang Jumlah orang TKPKD Dinas
Khusus bagi 0 mendapatkan 99.1 - 99.145.2 Sosial
Kelompok penanganan 452 00
Rentan khusus bagi 00
kelompok
rentan
kewenangan
kabupaten /kot
a
Pendataan (0] 300 30 270 87600 Orang Jumlah Fakir TKPKD Dinas
Fakir Miskin 00 00 00 Miskin 192, 556. 503. 414 1.666.46 Sosial
Cakupan [ Cakupan o1l 556. 898 00 6.200
Daerah Daerah 400 000 800 00
Kabupaten/ Kabupaten /Ko 00
Kota ta yang Didata
Pengelolaan 0 300 30 270 87000 Orang Jumlah TKPKD Dinas
Data Fakir 00 00 00 Keluargayang | 728. | 4.16 % 733.104 Sosial
Miskin [¢] Mendapatkan 941]. 3.00 320
Cakupan program 320 (o]
Daerah pengentasan
Kabupaten / kemiskinan
Kota
Pengelolaan 55412 579 59 603 2328617 orang Jumlah TKPKD Dinas
Jaminan 6 497 14 497 Dokumen 67.4 68.5 69.0 73. 278.603 Kesehata
Kesehatan 7 Hasil 745 00.0 00.0 628 237.270 n
Masyarakat Pengelolaan 35.2 00.0 00.0 70
Jaminan 00,0 00.0 00,0 20
Kesehatan 70,
Masyarakat 0
Pengelolaan Jumlah Bayi TKPKD Dinas
Pelayanan Baru Lahir 20.6 25.7 25.7 30 103.085 Kesehata
Kesehatan yang 17.0 71:2 71.2 925 000 n
Balita Mendapatkan 00 50.0 50.0 .50
Pelayanan 0 0,0
Kesehatan
Sesuai
Standar
Pengelolaan Jumlah Bayi TKPKD Dinas
Pelayanan Baru Lahir 124. 155. 185. 186 622.392. Kesehata
Kesehatan yang 478. 598. 598. 71 500 n
Bayi Baru Mendapatkan 500 125, 125, i 4
Lahir Pelayanan 0 00 50,
Kesehatan o
Sesuai
Standar
Pengelolaan Jumlah TKPKD Dinas
Pelayanan Keluarga yang 27.4 34.3 34.3 41. 137.400 Kesehata
Kesehatan Sudah 80.0 50.0 50.0 220 000 n
Dasar Dikunjungi 00 00,0 00,0 .00
Melalui dan 0 0,0
Pendekatan Diintervensi
Keluarga Masalah

Kesehatannya




oleh
Tenaga
Kesehatan
Puskesmas
Pengelolaan TKPKD Dinas
Pelayanan 36.6 45.7 45.7 54. 183.050. Kesehata
Kesehatan 10.0 62.5 62.5 915 000 n
Dasar 00 00,0 00.0 .00
Melalui 0 0,0
Pendekatan
Keluarga
Pengelolaan Jumlah Ibu TKPKD Dinas
Pelayanan Bersalin yang 29.8 37.2 37.2 a4, 149.110. Kesehata
Kesehatan Mendapatkan 220 77.5 775 733 250 n
Tbu Bersalin Pelayanan 50 62,5 62,5 .07
Kesehatan o 5,0
Sesuai
Standar
Pengelolaan Jumlah Tbu TKPKD Dinas
Pelayanan Hamil yang 126. 158. 158. 190 633.450. Kesehata
Kesehatan Mendapatkan 690. 362, 362 03 000 n
Ibu Hamil Pelayanan 000 500, 500, 5.0
Kesehatan (o] 00 00.
Sesuai 0
Standar
Pengelolaan 6 6 6 6 24 Jumlah 813 5990 5363 117 13345149 TKPKD Dinas
Pelayanan Dokumen 500 7490 9000 700 00 Kesehata
Kesehatan Hasil 00 4] o] 000 n
Lingkungan Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
Pengelolaan 875 175 26 3.5 8751 Orang Jumlah Orang 27.3 347 38.5 0 100.545 TKPKD Dinas
Pelayanan 0 25 o1 yang as5.0 00.0 40.0 000 Kesehata
Kesehatan Mendapatkan 00 00 00 n
Orang Pelavanan
dengan Kesehatan
Gangguan Orang
Jiwa Berat dengan
Gangguan
Jiwa Berat
Sesuai
Standar
Pengelolaan 8290 103 12 103 41454 Orang Jumlah Orang 38.5 38.5 38.5 38 154.160. TKPKD Dinas
Pelayanan 64 43 64 Terduga 40.0 40.0 40.0 540 000 Kesehata
Kesehatan 6 Menderita 00 00 00 00 n
Orang HIV yang 0
dengan Mendapatkan
Risiko Pelayanan
Terinfeksi Sesuai
HIV Standar
Pengelolaan 10722 134 16 134 53613 Orang Jumlah Orang 68.1 81.0 184. 3. 357.380. TKPKD Dinas
Pelayanan 03 08 04 Terduga 80.0 00.0 800. 400 000 Kesehata
Kesehatan 4 Menderita 00 00 000 00 n
Orang Tuberkulosis 0
Terduga yang
Tuberkulosi Mendapatkan
s Pelayanan
Sesuai

Standar




Pengelolaan Jumlah TKPKD Dinas
Pelayanan Penduduk 57.8 72.3 72.3 86. 289.408. Kesehata
Kesehatan Usia Lanjut 81.7 52.1 52.1 822 750 n
pada Usia yang S0 87,5 87.5 62

Lanjut Mendapatkan o 5,0
Pelayanan
Kesehatan
Sesuai
Standar

Pengelolaan Jumlah Anak TKPKD Dinas
Pelayanan Usia 62.8 78.5 78.5 94, 314.191. Kesehata
Kesehatan Pendidikan 38.2 47.8 478 257 200 n
pada Usia Dasar yang 40 00,0 00,0 .36
Pendidikan Mendapatkan o 0.0

Dasar Pelayanan
Kesehatan

Sesuai

Standar

Pengelolaan 84.972 169. 25 339 B49722 Orang Jumlah 12.7 77.5 129. 16. 236.000 TKPKD Dinas
Pelayanan 944 49 .89 Penduduk 00.0 00.0 200. 600 000 Kesehata
Kesehatan 16 0 Usia Produktif 00 00 000 .00 n
pada Usia yang 0
Produktif Mendapatkan

Pelayanan
Kesehatan
Sesuai
Standar

Pengelolaan 10.799 21.5 32 43. 107993 Orang Jumlah o] 16.5 [3) ) 16.500.0 TKPKD Dinas
Pelayanan 99 39 198 Penderita 00.0 00 Kesehata
Keschatan 74 Diabetes 00 n
Penderita Melitus

Diabetes yang
Melitus Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan
Sesuai

Pengelolaan 35.829 71.6 10 143 358294 Jumlah 220 0 4] 33 55.400.0 TKPKD Dinas
Pelayanan 59 7.4 31 Penderita 66.0 334 00 Kesehata
Kesehatan 87 9 Hipertensi 00 00 n
Penderita yang (o]

Hipertensi Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan
Sesuai
Standar

Pengembang (4] 200 20 0 400 Orang Terlaksananya TKPKD Dinas

an 0 Program 487 608 608. 730 243541 Kesehata

Pelaksanaan Jaminan 083 854 854. 62 8.296 n
Jaminan Sosial Tenaga 659 574, 574, 5.4

Sosial Kerja dan 0 00 88,
Tenaga Fasilitas 8
Kerja dan Kesejahteraan
Fasilitas Pekerja

Kesejahteraa
n Pekerja
Pengolahan Jumlah TKPKD Dinas

dan Dokumen Data 20.1 251 25.1 30. 100.665. Kependu
Penyaijian Kependuduka 33.0 66.2 66.2 199 000 dukan
Data n yang Diolah 00 50,0 50,0 .50 dan

Kependuduk dan o] 0.0 Pencatat

an Disajikan an Sipil

Peningkatan Jumlah TKPKD Dinas

dalam Layanan 26.4 33.0 33.0 39. 132.000. Kependu
Pelayanan Pencatatan 00.0 00.0 00.0 600 000 dukan
Pencatatan Sipil 00 00,0 00.0 .00 dan
Sipil vang 0 0.0 Pencatat
Ditingkatkan an Sipil




Peningkatan o 58 11 0 175 Orang Jumlah orang TKPKD Dinas
Kemampuan 7 yang 50.8 93.2 187. 332.112. Sosial
Potensi mendapat 93.5 40.0 978. 000
Pekerja peningkatan 00 00 500
Sosial kapasitas
Masyarakat pekerja sosial
Kewenangan masyarakat
Kabupaten/ kewenangan
Kota kabupaten /kot
a
Peningkatan [ 1 4 o] 5 Lembaga Jumlah TKPKD Dinas
Kemampuan lembaga 10.4 43.8 1.2 1.263.67 Sosial
Potensi Kesejahteraan 78.4 83.0 09. 7.020
Sumber Sosial yang 00 00 315
Kesejahteraa meningkat .62
n Sosial kapasitasnya 0
Kelembagaa kewenangan
n kabupaten/kot
Masyarakat a
Kewenangan
Kabupaten/
Kota
Penvediaan 127 (o] 37 o] 506 Orang Jumlah Orang TKPKD Dinas
Alat Bantu 9 yang 41.5 111. 153.035. Sosial
Mendapatkan 223 513. 830
Alat Bantu 90 440
dan Alat
Bantu Peraga
Sesuai
kebutuhan
Kewenangan
Kabupaten/
Kota
Penyediaan 300 320 36 450 1430 Orang Jumlah Orang TKPKD Dinas
Permakanan [ yang 621 719. 637. 621 2.598.47 Sosial
Mendapatkan 054 355. 014. .05 9.081
Pemenuhan 283 641 875 4,2
Kebutuhan 82
Permakanan
Sesuai dengan
Standar Gizi
Minimal
Kewenangan
Kabupaten /Ko
ta
Penyediaan 85 85 86 B6 342 Orang Jumlah orang TKPKD Dinas
Sandang yang 102 102.144 Sosial
mendapatkan 144 851
pakaian dan 851
kelengkapan
lainnya yang
tersedia pada
masa tanggap
darurat
(pengungsian)
dan pasca
bencana
kewenangan
kabupaten /kot
a
Penyelengga 3 3 T 3 12 Laporan Jumlah Data TKPKD Disnaker
raan dan Informasi 157. 196. 196. 236 787.224.
Pendataan Sarana HI 444 806 806. .16 975
dan (PP/PKB, 995 243, 243, 7.4
Informasi Struktur Skala 8 75 92,
Sarana Upah, dan LKS 5
Hubungan Bipartit) dan
Industrial Pekerja yang
dan Terdaftar
Jaminan sebagai
Sosial Peserta
Tenaga Jamsostek
Kerja serta serta

Pengupahan

Pengupahan




Promosi dan Jumiah orang TKPKD DPPKB
Konseling yang 5.07 6.34 6.34 7.6 25.362.0
KB Pasca mengikut 2.40 0.50 0.50 08. 00
Persalinan Promosi dan 0 0.0 0,00 600
Konseling KB .0
Pasca
Persalinan
Sosialisasi, TKPKD DKPB
Komunikasi, 44.8 56.0 56.0 67. 224.000.
Informasi 00.0 00.0 00.0 200 000
dan Edukasi 00 00,0 00.0 00
(KIE) Rawan ] 0.0
Bencana
Kabupaten/
Kota (Per
Jenis
Ancaman
Bencana)
Penyediaan 9.11 9.119 Peserta Jumlah TKPKD Dinas
Biava 9 Didik Peserta didik 1.78 2.23 2.23 26 8.936.62 Pendidik
Personil Sekolah Dasar 7.32 4.15 4.15 80. 0.000 an
Peserta yang 4.00 5.00 5.00 986
Didik Menerima [} 0,0 0,00 .00
Sekolah Biaya Personil 0,0
Dasar Peserta Didik
Pengadaan 9.11 9119 Paket Jumlah TKPKD Dinas
Perlengkapa 9 Perlengkapan 5.32 6.65 6.65 79 26.606.2 Pendidik
n Peserta peserta didik 1.24 1.56 1.56 81 42.620 an
Didik sekolah dasar 8.52 0.65 0.65 872
yang tersedia 4 5.0 5.00 .78
6,0
Penyediaan 16.1 9.119 Peserta Jumlah TKPKD Dinas
Biava 42 Didik Peserta didik 3.87 4.84 4.84 58 19.370.4 Pendidik
Personil Sekolah 4.08 2.60 2.60 1L 00.000 an
Peserta Menengah 0.00 0.00 0.00 120
Didik Pertama yang 0 0,0 0.00 .00
Sekolah Menerima 0,0
Menengah Biava Personil
Pertama Peserta Didik
Pengadaan 16.1 16,142 Paket Jumlah TKPKD Dinas
Perlengkapa 42 Perlengkapan 3.18 3.98 398 4.7 15.947.7 Pendidik
n Peserta peserta didik 9.55 6.94 6.94 84 87.949 an
Didik sekolah 7.59 6.98 6.98 336
menengah 0 7.3 7,25 38
pertama yang 47
tersedia
Penyelengga 38 38 38 Peserta Jumlah Warga TKPKD Dinas
raan Proses Didik Belajar Miskin 1 17 146 146 175 585.045 Pendidik
Belajar Bagi vang 009. 261. 261. .51 000 an
Peserta mengikuti 000 250, 250, 3.5
Didik proses belajar 0 00 00,
di Sanggar (o]
Kegiatan
Belajar (SKB)

Cakupan Pengadaan KK Jumlah TKPKD Dinas
Masyarakat Cadangan masyarakat 327 409. 409. 490 1.636.65 Ketahan
Miskin yang Pangan miskin yang 330. 163. 163. 99 4.560 an
Pangannya Pemerintah mendapat 912 640, 640, 6.3 Pangan

Tercukupi Kabupaten/ bantuan beras 0 00 68, dan
Kota ¢} Pertania




Koordinasi KK Jumlah TKPKD Dinas
dan masyarakat 117 14.6 14.6 L7 58.500.0 Ketahan
Sinkronisasi miskin yang 00.0 25.0 25.0 550 00 an
Penanganan mendapat 00 00,0 00,0 00 Pangan
Kerawanan bantuan ] 0,0 dan
Pangan dan pangan Pertania
Gizi n
Kabupaten/
Kota
Cak Pe i Jumlah TKPKD DKPB
nya Masyarakat Logistik Korban 1.584.37
Layanan Miskin Penyelamata Bencana yang 4.111
Tanggap korban n dan Mendapatkan
Darurat bencana Evakuasi Distribusi
bagi yang Korban Logistik
Korban terlayani Bencana Penyelamatan
Bencana Kabupaten/ dan Evakuasi
Kota Korban
Bencana
Penyediaan 1162 116 11 116 4650 Orang Jumlah orang TKPKD Dinas
Makanan 2 63 3 yang 523. - 523.062. Sosial
mendapatkan 062. 967
permakanan 967
3x1 hari dalam
masa tanggap
darurat
(pengungsian)
kewenangan
kabupaten /kot
a
Meni! y Cak F Pembudid Jumlah TKPKD Dinas
Pendapatan nya Keluarga an aya ikan Pembudidaya 16.1 20.1 20.1 24. 80.564.7 Ketahan
Masyarakat Miskin Kapasitas Miskin yang Kapasitas Ikan yang 129 41.1 41.1 169 32 an
SDM Mendapatka Pembudiday mendapat 46 83.0 83.0 41 Pangan
n a Tkan Kecil Bantuan [ 9,6 dan
Pemberdaya Sarana Pertania
an Perikanan n
Ekonomi
Pemberian Pembudid Jumlah TKPKD Dinas
Pendamping aya ikan Pembudidaya 1.10 1.37 1.37 1.6 5.512.04 Ketahan
an, Ikan yang 2.40 8.01 B8.01 53 ) an
Kemudahan mendapat 8 0,0 0.00 612 Pangan
Akses limu Pelatihan 0 dan
Pengetahua Perikanan Pertania
n, Teknologi n
dan
Informasi,
serta
Penyelengga
raan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Pendamping Petani Jumlah Petani TKPKD Dinas
an yang 259 324 324 38. 129.790. Ketahan
Penggunaan Mendapat 58.0 47.5 47.5 937 000 an
Sarana Bantuan 00 00,0 00,0 .00 Pangan
Pendukung Sarana o] 0.0 dan
Pertanian Pertanian Pertania
n
Fasilitasi 100 150 85 65 400 Orang Jumlah orang TKPKD Dinas
Bantuan mendapatkan 341 421. 471. 264 1.498.92 Sosial
Pengembang bantuan 559. 542. 492 .33 9.250
an Ekonomi pengembangan 500 000 000 8.7
Masyarakat ekonomi 50

masyarakat




Job ) 150 o 150 300 Orang Jumlah TKPKD Disnaker
Fair/Bursa Pencarni Kerja 242. 303. 303. 363 1.212,50
Kerja yang 500. 125. 125. .75 0.000
Mendapatkan 000 000. 000, 0.0
Pekerjaan V] 00 00,
Melalui Job 0
Fair/Bursa
Kerja
Pemberdaya Jumlah PMI1 TKPKD Disnaker
an Pekerja Purna yang 47.2 59.0 59.0 70 236.148.
Migran Diberdayakan 29.7 37.1 37.1 844 500
Indonesia 00 25,0 25.0 .55
Purna 0 0,0
Penempatan
Pembinaan Jumlah TKPKD Disnaker
Lembaga Lembaga 39.9 49.9 49.9 59. 199.983.
Pelatihan Pelatihan 96.6 95.7 95.7 994 101
Kerja Kerja 20 75.3 75.2 93
Swasta Swasta yang S5 0,3
Dibina
Peningkatan Jumlah TKPKD Disbudp
Pendidikan Sumber Daya 40.0 50.0 50.0 60. 200.000. ar
dan Manusia 00.0 00.0 00.0 000 000
Pelatihan Kesenian 00 00.0 00.0 00
Sumber Tradisional 0 0.0
Daya yang
Manusia Mendapat
Kesenian Pendidikan
Tradisional dan
Pelatihan
(Ditingkatkan
Kompetensiny
___a)
Cakupan Pemberdaya 10 10 10 10 40 pelaku jumlah pelaku 518. 522 137 236 TKPKD Diskop
warga an Melalui usaha usaha yang 945. 252 945 .55 945 666 dan UKM
miskin yang Kemitraan telah 528 28 386 0.0 151
memperoleh Usaha Mikro melaksanakan 09
Akses Pasar kemitraan
kewirausaha usaha mikro
an
Meningkat Cakupan Advokasi 20 200 Orang Jumlah warga 5072 507 250. TKPKD DP3A
nya warga Kebijakan [} Miskin PEKKA 5000 000
Pemberday Miskin dan yvang menjadi o]
aan PEKKA Pendamping Pelaku Usaha
Perempua yang an
n Kepala menjadi Peningkatan
Keluarga Pelaku Partisipasi
Usaha Perempuan
dan Politik,
Hukum,
Sosial dan
Ekonomi
Meningk Cakup Penyelengga Jumlah tenaga TKPKD Disnaker
nya Akses warga raan Unit kerja 40.0 50.0 50.0 60. 200.000.
Pekerjaan miskin yang Layanan disabilitas 00.0 00.0 00.0 000 000
mengikuti Disabilitas yang 00 00,0 00,0 .00
pelatihan. Ketenagaker mendapatkan o 0,0
bimbingan jaan fasilitasi
teknis, dan layanan ULD
pendamping
an
ketenagakerj

aan
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Perluasan Jumlah TKPKD Disnaker
Kesempatan Tenaga Kerja 6.17 7.72 7.72 9.2 30.889.3
Kerja vang 7.86 2.32 2.32 66 14.734
Diberdayakan 2.94 8.68 8.68 794
Melalui 7 3,5 3,50 .42
Program 0.2
Perluasan
Kesempatan
Kerja
Proses Jumlah TKPKD Disnaker
Pelaksanaan Tenaga Kerja 747 933. 933 1.1 3.735.72
Pendidikan vang 145, 931. 931. 20. 5.020
dan Mendapat 004 255, 255, 717
Pelatihan Pelatihan 0 00 50
Keterampila Berbasis 6.0
n bagi Kompetensi
Pencari pada Tahun n
Kerja
berdasarkan
Perencana Cakupan 40 20 ) 60 Orang Jumlah warga [}] 2022 1012 L) 30349000 TKPKD Disdagin
an dan warga miskin yang 2000 7000 0
Pembangu miskin yang meningkat 0 o
nan diberikan kompetensi
Industri pelatihan
industn
o] 30 30 60 Orang Jumlah warga (o] o 1504 150 30096000 TKPKD Disdagin
miskin vang 8000 480 o
memiliki o} 000
keterampilan
Pembangun baru
an Indusstri
Kabupaten/
Kota
Menurunnya Wilayah Tersediany cakupan Kerja Sama Jumlah TKPKD DPKP
Kantong Kemiskinan a akses warga Perbaikan Dokumen 120 150. 150. 180 600.000
layanan miskin yang Rumah Kesepakatan 000. 000. 000. .00 000
infrastrukt memperoleh Tidak Layak Kerja Sama 000 000, 000, 0.0
ur dasar akses Huni dalam o 00 00,
bhagi warga infrastruktu Beserta PSU Perbaikan 0
miskin r dasar Rumah Tidak
layak Layak Huni
Beserta
PSU
Pembangun Jumlah TKPKD DSDABM
an Sumur Sumur Air 766 957 957. 1.1 3.831.04
Air Tanah Tanah untuk 208. 760 760 49 0440
untuk Air Air o088 110. 110, 312
Baku Baku yang 0 00 13
Dibangun 2.0
Pengendalia TKPKD Dinas
n dan 30.0 37.5 37.5 45. 150.000. Perhubu
Pengawasan 00.0 00.0 00.0 000 000 ngan
Ketersediaa 00 00.0 00,0 00
n Angkutan ] 0,0
Umum
untuk Jasa
Angkutan
Orang
dan/atau
Barang
Antar Kota
dalam 1
(Satu)
Kabupaten/

Kota
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Penyediaan
Angkutan
Umum
untuk Jasa
Angkutan
Orang
dan/atau
Barang
Antar Kota
dalam 1
(Satu)
Daerah
Kabupaten/
Kota

12.2

15.3
18.0
34.7
87.5

15.3

18.0

34.7

87,5
0

18.
381
64

45,

61.272.1
39.150

TKPKD

Dinas
Perhubu
ngan

Penyediaan
Prasarana.
Sarana, dan
Utilitas
Umum di
Perumahan
untuk
Menunjang
Fungsi
Hunian

Jumlah Lokasi
Perumahan
yang
Disediakan
Prasarana,
Sarana,
dan Utilitas
Umum yang
Menunjang
Fungsi Hunian

1.00
0.00
0.00

5.000.00
0.000

TKPKD

DPKP

Penyediaan
Prasarana,
Sarana, dan
Utilitas
Umum di
Perumahan
untuk
Menunjang
Fungsi
Hunian

260
0.00
0.00

3.25
0.00
0.00
0,00

3.9

0.0

13.000.0
00.000

TKPKD

DPKP

Penyediaan
Prasarana,
Sarana. dan
Utilitas
Umum di
Perumahan
untuk
Menunjang
Fungsi
Hunian

26,02

26,1
4%

26,

26,

26,38%

Persentase
luasan RTH
Publik. taman,
median, jalur
hijau jalan
dan hutan

12.1

54.7

220
78

15.1
934
02.5
97.5

15.1

934
025
97.5

60.773.6
10.390

TKPKD

DPKP

Perbaikan
Rumah
Tidak Layak
Huni

1.95
295
0.00
0.0

1.95
295
0.00
0,00

7.811.80
0.000

TKPKD

DPKP

Perbaikan
Rumah
Tidak Layak
Huni untuk
Pencegahan
Terhadap
Tumbuh
dan
Berkembang
nya
Permukiman
Kumuh di
Luar
Kawasan
Permukiman
Kumuh
dengan Luas
di Bawah 10
(Sepuluhj
Ha

243

243

Unit

Jumlah rumah
tidak layak
huni yang

ekstrem di
Kota Bandung
vang terdaftar

dalam
database
P3KE)

8.11
8.42
0.00

10.1
48.0
25.0
00,0

10.1
48.0
25.0
00,0

40.592.1
00.000

TKPKD

DPKP
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Perencanaa S 10 10 30 perumaha Jumlah lokasi TKPKD DPKP
n n PSuU 1.04 1.30 1.30 1.5 5.200.00
Penyediaan perumahan 0.00 0.00 0.00 60. 0.000
PSU yang 0.00 0.00 0.00 000
Perumahan diserahkan ke o 0,0 0,00 .00
Pemerintah 0.0
Kota Bandung
Rehabilitasi 18 18 18 60 Unit Jumlah TKPKD DPKP
Rumah bagi Rumah 401. 501. 501. 601 2.005.00
Korban Korban 000. 250. 250. .50 0.000
Bencana Bencana 000 000, 000, 0.0
Kabupaten/Ko (o] 00 00,
ta yang o]
Terehabilitasi
Meningkat Cakupan Pembangun - - 20 78 Ruang Jumlah Ruang TKPKD Dinas
nya akses warga an Ruang Kelas Baru 5.85 7.32 7.32 87 29.297.5 Pendidik
layanan miskin yang Kelas Baru yang 9.50 4.37 4.37 89. 18.000 an
pendidikan memeperole bertambah 3.60 9.50 9.50 255
bagi warga h akses 0 0,0 0,00 .40
miskin layanan 0.0
pendidikan
dasar
Pembangun - - 1 1 Ruang Jumlah Ruang TKPKD Dinas
an Ruang Kelas Baru 326 408. 408. 490 1.634.97 Pendidik
Kelas Baru yang 995 744. 744 49 6.373 an
bertambah 275 093, 093, 29
3 25 i 8
9
Pembangun - - 2 Unit Jumlah TKPKD Dinas
an Unit Sekolah Baru 1.80 2.25 225 27 9.000.00 Pendidik
Sekolah yang Telah 0.00 0.00 0.00 00. 0.000 an
Baru (USB) Dibangun 0.00 0.00 0.00 000
[o] 0,0 0,00 00
0.0
£ Bir Tematik
Meningkatnya Nilai Realisasi Belum optimainya i 1 2 3 8 Kegiatan Kegiatan promosi DPMPTSP DKUKM,
pengetahuan calon Investasi promosi penanaman a Cakupan Penerima kegiatan penanaman Disdagin,
investor terhadap modal Promosi Informasi promosi modal yang Disbudpar,
potensi penanaman (Target : Rp. 7,25 Investasi Potensi dan penanaman terlaksana asosiasi
modal Triliun) peluang modal dan pelaku
Investasi usaha, Bag.
Kerjasama

Peningkatan
Investasi

7,25 Triliun

Triliun




13

Meningkatnya 3 6 Kegiatan Jumlah kegiatan DiskopUKM DiskopUK
fasilitasi Pelaku Temu Bisnis M
Usaha mikro
dalam kegiatan
temu bisnis
Meningkatnya Belum optimalnya Meningkatny Jumlah Meningkatnya 1 6 Dokumen Laporan Kegiatan DPMPTSP DPMPTSP,
kepatuhan pelaku Kepatuhan pelaku usaha a perusahaan kegiatan pembinaan Disdagin,
usaha mengenai yang patuh pembinaan ketentuan Dinkes,
ketentuan penanaman modal pelaku usaha dari kegiatan terhadap penanaman Disbudpar,
penanaman modal P modal DKPP,
ketentuan penanaman Pelaky
Penanaman modal Usaha
Modal
Meningkatnya 12 16 Dokumen Berita acara hasil DPMPTSP Dinkes,
kegiatan Pengawasan Disdagin,
pengawasan penanaman Disbudpar,
terhadap modal DKPP,
ketentuan Pelaku
penanaman usaha

modal
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Meningkatnya 4 4 3 3 14 Kegiatan Jumlah Kegiatan Disbudpar Disbudpar,
keglatan Pembinaan Asostasi
pembinaan industri Usaha
terhadap pariwisata yang Pariwisata
standar usaha sesual dengan
jasa pariwisata standar usaha

Jasa pariwisata

sesuai NSPK
Meningkatnya 1 1 2 Dokumen Monitoring/surve Disdagin Bidang
tata cara y kegiatan usaha Usaha dan
pelaporan Sarana
kegiatan Perdagang
pendirian an
usaha
Meningkatnya 0,00% 0,00 0,00 159 15,90% Kegiatan Cakupan bina DKPP, Pelaku DKPP
Persentase % % 0% kelompok tani Usaha Pertamian
Kelompok Tani
Minimal

Kategori Kelas
Lanjut
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Meningkatnya
kondusifitas iklim
penanaman modal

Belum optimalnya gk Dokumen Rancangan DPMPTSP Bapenda,
kebijakan terkait a ketentuan rancangan kebljakan DKUKM,
penanaman modal kemudahan Disdagin,
terkait pengembangan kemudahan penanaman Disbudpar,
kebijakan iklim penanaman modal Disnaker
penanaman penanaman modal
modal modal
Tersedlanya Dokumen Rancangan BAPENDA Bapenda
rancangan peraturan daerah
kebijakan Pajak mengenai Pajak
daerah dan Daerah dan
Retribusi retribusi daerah
Daerah
Belum optimalnya potensi Meningkatny Teridentifikasin Database Data/informasi DPMPTSP Disdagin
Investasi yang terpetakan a cakupan va potensi dan mengenal potensi (Bidang
peta potens: peluang dan peluang Usaha dan
investasi penanaman penanaman Sarana
modal modal yang Perdagang
dimutakhirkan an), PD,
kecamatan
. BUMD
dan pelaku

usaha
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Meningkatnya
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
perizinan berusaha

Meningkatnya 940 1820 196 1260 5980 Orang Jumlah Tenaga Disnaker Disnaker ,
Pelatihan 0 Kerja yang Kec. Kel.
berdasarkan mengikuti Dan LPK
Unit pelatihan yang
Kompetensi, berbasis
pemagangan kompetensi,
dan wirausaha pemagangan,
baru Wira Usaha Baru.
Optimalisasi kualitas [¢ 1 1 1 1 4 Dokumen Jumlah Data dan DPMPTSP DPMPTSP
pelayanan perizinan Sistem target nilai KM perencanaan Informasi dan Pelaku
berusaha Informasi sesuai dengan dan Perizinan dan Non Usaha
Perijinan dan target RPJIMD pengembangan Perizinan Berbasis
Penanaman aplikasi Sistem Pelayanan
Modal perizinan Perizinan
online Berusaha
Terintegrasi
Secara Elektronik
yang Diolah,
Dikaji dan
Dimanfaatkan
Optimalisas Meningkatnya 3 1 Dokumen Verifikasi dan DPMPTSP
kinerja PTSP hasil Penilaian validasi penilaian
dan PPB Kinerja Mandiri kinerja mandiri
PTSP PTSP
(Kelembagaan,
SDM, Sarana
dan Prasarana,
Implementasi
0SS, serta

Keluaran)
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Meningkatnya 1 2 } Dokumen Verifikasi dan DPMPTSP Diciptabint
hasil Penilaian validasi penilaian ar, DLHK,
Kinerja Mandiri kinerja mandiri Disdagin,
pPB PPB DKUKM,
(Penerapan Disnaker,
perizinan Bag.
berusaha, Perekor
Penyederhana mian
an persyaratan
dasar, dan
peningkatan
Iklim investasi)
Ref. Birokras{ Tematik dalian Inflasi
DKPP.Ba
. SEKRETARIAT L
; Indeks Kinerja Terwyjudnya | o0 | 205 | 200 [ % DAERAH ATAU | Kenasam
Pengendalia | erendalinya Pengendalian o Belum terkendalinya - e Keterjangka - 5 15 | 15 . " Kewriangkaua | 375 | 479 | 470 | 'J7 | soss1s ™ Fn
n Inflasi Lt e Y inflasi Pangan i tingkat inflasi daerah 2l o uan Harga s 15% | 9% | % Do 942 | 942 | 942 | 76.992 | PENGENDALIA | predagin.
Daerah onsumen (HET m_ awah a8 48 48 2 N INFLAS] Disnaker
15% 29 DAERAH .
DiskopU

KM,
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DiskopU

Kerjasam
a, DKPP

10
) 101 | 101 | 101
" Terwujudnya o8s | 985 | 12 | e.079.42
Ketersediaa Kegiatan Ketersediaan Mww 6.35 635 856 5.436
n Pasokan Pasokan 0 o : 35
9
) o1 | 911 | emr |
Terciptanya 867 | 867 | 867 S, | 364746
i) Kegiatan Relancaran | 470 | 4770 | a70 | O7% | 98812
Distribusi Distribusi Au 5 & 70
. 3
2
) Terciptanya | 202. | 202. | 202 | %2 | o0 g
Komunikasi Kegiatan Komunikasi o70. | o70. | o70. | ¢ 7
Efekdf Efektif 078 | 078 078 o

Bag
Perekono
mian,
Diskomi
nfo




Penyuluhan

an Keluarga

stunting
(Pengampu
DPPKB)

o8
gge

8%
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Pembinaan
Kelompok
Wa:inrhs_ Mﬂﬁ“ﬂg DPPKB DPPKB
Pendapatan Kelompok .
3 g UPPKA yang
Keluarga dibina
Akseptor
(UPPKA}
(Pengampu
DPPKB)
Meningkat Jumlah 5
nya Pembinaan Kelompok PIK- 95.
4 294 381.
Pelaksana ; . PIK-R dan 234 23 | 234 - R dan Bina Mww 826 639 760 1.086.90 DPPKB DPPKB
an Kehamilan BKR 2340 5 20 o 9360 Kegiatan Keluarga 00 200 000 00 8.000
Perencana Remaja (Pengampu Remaja vang 8 o
an DPPKB) dibina
Berkeluarg
a
Kelompok
PIK Remaja
dan BKR
yang
memberikan
i Kelompok PIK- 95
Edukasi b
R dan BKR 314. 294. 381 60 1.086.90 c K
Kesehatan aza0 | 204 | 23| 204 9360 | Kelompok | vang 682 | 826 | 639 | o0 8600 DPPKB REEKE
._w%aazx.a 2 0 40 0 memberikan 800 200 000 "o
agi remaja edukasi
baik secara
online
maupun
offline
(Pengampu

DPPKB
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Edukasi
keschatan
reproduksi
kepada
remaja di
kota
bandung
baik secara
online
maupun
secara
offline
(Pengampu
DPPKB)

2340

234

23
40

234
0

9360

Orang

Jumlah
Remaja yang
mendapat
edukasi ttg
Kesehatan
Reproduksi

314.
682.
800

294.
826.
200

381,
639.

95
760
00

1.086.90
8.000

DPPKB

DPPKB,
PIK R
Sekolah
dan
Masyara
kat, BKR

Penyuluhan
KIE Program

Penurunan
Stunting
melalui
kegiatan
Road Show
Nonton
Bareng Film
Edukasi di
sekolah-
sekolah dan
masyaraka

48

Kegiatan

Jumlah
Pelaksanaan
Kegiatan
Edukasi
Bergerak
(Mupen)

42.0
00.0

42.0
00.0

420
00.0

42.

.00

126.000.
000

DPPKB

DPPKB

Pelaksanaan
Sekolah
Siaga
Kependuduk
an/SSK
(Pengampu
DPPKB,
Disdik)

26
SMPN

SMP

32

PN

35
SM

35
SEKOLA
H

Sekolah

Jumlah
sekolah yang
melaksanakan
SSK

47.2
00.0

16.6
300

18.2
00.0
00

82.030.0
00

DPPKB

DPPKB
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Pendamping
an Calon
Calon
Pengantin : 621 Tim
Pengantin 621 621. 621. #
tentang 822 | 822 | 82| sx 3288 Calon | g 390. | 390. | ag0. | 39 | 62139% DPPKB Pendamp
pencegahan 2 Pengantin mendapat 000 000 000 00 0.000 ing
stunting . 00 Keluarga
(Pe 1pu pendampingan
DPPKB)
M.M”v.:_::m: Jumlah PUS
Pendamping mendapat
nn::._m__._%;u 2800 | %89 | 11200 PUS pendampingan 0 0 0 0 0 DPPKB DPPKB
5 Tim
_u” :n:av: Pendamping
Ovvxu!g__ Keluarga
Pembinaan
Faskes
M“._w:.ﬂiwh: Jumlah
pelayanan Faskes ._”_no._”.ﬂ yAne DPPKB DPPKB
e pembaan
(Pengampu

DPPKB)
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[¢] 290 10 o 390 0 71.0 40.5 0 111.593.
0 74.0 19.7 750
00 50
Belum semua Faskes Sosialisasi Faskes yang
Terwujudnya memberikan dan teregistrasi di
kesadaran informasi kepada Faskesyang | oo nhinaan dalam sistem
masyarakat Angka Pemakaian masyarakat tentang Faskes memberikan Faskes Faskes informasi DPPKB DPPKB
terhadap Kontrasepsi kesehatan reproduksi pelayanan tentang BKKBN vang
keschatan KB pelayanan memberikan
reproduksi KB pelayanan KB
100 100 10 100 100 364 | 358 358 35. 144.000.
0 57.1 | 430 430 | 856 000
25 00 00 .87
5
Cakupan
. Penyediaan Faskes yang
Terlayaninya PUS . PUS yang tidak Pasangan Angka lokon di mendapat
untuk memakai ”Muﬂmavﬂﬂwrb_b: memakai alat Usia Pemakaian ww-E—:w o Persen persediaan DPPKB DPPKB
alat kontrasepsi oDt kontrasepsi Subur Kontrasepsi Kesehatan alokon sesuai
kebutuhan
Penggerakan
edukasi dan
fasilitasi
terkait
kesertaan Akseptor yang
akseptor KB PUS menggunakan DPPKB DPPKB
Metode KB MKJP
Kontrasepsi
Jangka
Panjang
(Pengampu

DPPKB)
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4.280 3.75 1.5 1.3 10.983 899. 1.79 1.79 [¢] 4.495.20
[¢] 60 93 038. 8.07 8.08 5.000
904 7.80 8.28
8 8
Fasilitasi
X i Pelayanan
Terlayaninya PUS . PUS yang tidak Pasangan Angka > Jumlah Pus
7 Angka Pemakaian . . . PUS untuk

untuk Snabxh_. xs”c.n-nﬁl memakai a_.n_ Usia Jo.:nrm_ub. By _f.cm-_ PUS yang dilayani DPPKB DPPKB
alat kontrasepsi kontrasepsi Subur Kontrasepsi KB

(Pengampu

DPPKB)

Jumlah

Pendataan

xa._,.:ne Dokumen

(Pengampu - - - - - Dokumen hasil - - - - - DPPKB DPPKB

DPPKB) Pendataan

Keluarga
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Peningkatan
Penggunaan
Produk
Dalam
Negeri

Negeri

Meningkatnya
penggunaan
produk dalam
negeri

Jumlah SDM
Pelaku PBJ vang
Tersertifikasi

SDM Tata Kelola
Pengadaan yang
Belum Kompeten

Meninglkat

Pelakn
PBJ yang
Kompeten

Jumlah
SDM Pelaku
PBJ yang
Tersertifikas
i

Melaksanak
o PS
Pendidikan dumish SO Rp et
i 205 205 Orang Pelaku PBJ di ; BKPSDM s
Pelatihan yang Dilatih =
kepada
Pelaku PBJ
Melakukan
Sertifikasi Jumlah SDM BKPSDM
kepada Pelaku PBJ Rp BKPSDM Pelaku
Pelaku PBJ 205 205 Orang yang Lulus Uji - PBJ
yang Sudah X
b Kompetensi
Pelatihan
Melakukan
7.;0:2 Jumlah SDM
Terhadap Pelaku PBJ BKPSDI
Lulusan dan SDM R BPBJ
Sertifikasi 0 Orang Disdagin .n BKPSDM DISDAGI
untuk Bersertifikasi N
Rn:._..wgm: yang Masih

ualitas Eligible

SDM Dapat
Terjaga
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Tingkat
Kepatuhan
Pencatanan
Pengadaan
Barang dan Jasa
melalui SPSE

Pemanfaatan Sistem
Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE)
yang Belum Optimal
dalam Pelaksanaan
Pengadaan Barang
dan Jasa

Tingkat
Kepatuhan
Pencatanan
Pengadaan
Barang dan
Jasa melalui
SPSE

Mengumum
kan Seluruh Persentase
Rencana Paket
Umum Pekerjaan m”ﬂ Rp Seluruh Sudah
Pengadaan 100 100 Persen yang 00.0 25.0000 BPBJ PD dilaksanakan di
(RUP) sesuai diumumkan oo 00 Triwulan |
pagu RUPnya
Pengadaan melalui SiRUP
pada SiRUP
Melaksanak
an
Bimbingan Jismlah Rp R 3
% 4 P Sudah

il 1 1 Kegiatan | Laporan 25.0 250000 | BPBJ Seluruh | jilaksanakan di

enggunasn Kegiatan 00.9 00 iz Triwulan |
Sistem pada 8! 00
Aplikasi
P3DN
H“u_mk-n:mx Anggaran Tidak

di biayai oleh

Monitoridy Pertentase Rp Selurul | APBD Kota

an 1 4 Laporan realisasi i BPBJ PD Bandu

. N - ung
Evaluasi TKDN/PDN

valisasi (Terkait
i Tupoksi)

PDN
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Melaksanak
an
Monitoring
Kepatuhan
PD dalam
Pencatatan
paket e-
Tendering
pada SPSE
dibandingka
n dengan
nilai RUP e-
Tendering

Laporan

Jumlah
Laporan
Monitoring
Kepatuhan PD
dalam
Pencatatan
paket e-
Tendering
pada SPSE
sesuai pagu
RUP e-
Tendering

BPBJ

Seluruh
PD

Anggaran Tidak
di biayai oleh
APBD Kota
Bandung
(Terkait
Tupoksi)
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Melaksanak
an
Monitoring
Kepatuhan
PD dalam
menyelesaik
an Paket e-
Purchasing
pada
Katalog
Elektronik
dibandingka
n paket aktif
untuk e
purchasing

Laporan

Jumlah
Laporan
Monitoring
Kepatuhan PD
dalam
Menyelesaikan
Paket e~
Purchasing
pada Katalog
Elektronik
sampai dengan
tahap selesai

BPBJ

Seluruh
PD

Anggaran Tidak
di biayai oleh
APBD Kota
Bandung
(Terkait
Tupoksi)
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Melaksanak
an
Monitoring
Kepatuhan
PD dalam
Pencatatan
paket Non e-
Tendering
dan Non e-
Purchasing
(Pengadaan
Langsung
dan
Penunjukan
Langsung)
pada SPSE
dibandingka
n dengan
Nilai RUP

Laporan

Jumlah
Laporan
Monitoring
Kepatuhan PD
dalam
Pencatatan
paket Non e-
Tendering dan
Non e-
Purchasing
(Pengadaan
Langsung dan
Penunjukan
Langsung)
pada SPSE
dibandingkan
Nilai RUP

Rp

BPBJ

Seluruh
PD

Anggaran Tidak
di biayai oleh
APBD Kota
Bandung
(Terkait
‘Tupoksi)
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Melaksanak
an Jumlah
Monitoring Laporan
Kepatuhan Monitoring
PD dalam Kepatuhan PD
mencatatka dalam R Belusiik
n e kontrak 1 1 1 Laporan mencatatkan e P BPBJ PD -
dalam SPSE kontrak dalam )
dibandingka SPSE
n jumlah dibandingkan
paket jumlah paket
transaksion transaksional
al
Teawajida Melaksanak
ya didim an proses Jumlah
periflaan | sertifikasi sertifikasi Sertifik Anggaran Tidak
Sertifikasi TKDN L TKDN bagi TKDN bagi oo Usafa di biayai oleh
bagi Industri Kecil Proses sertifikasi yang Industni Pelaku - SERTIFIK ¥ Rp DISDAGI APBD Kota
: lokal yang . ] 15 15 15 15 Industri Kecil DISDAGIN
sesuai SLA 14 sulit mudah Kecil sesuai Usaha AT - - N Bandung
hari kerja SLA 14 hari | Industri yang (Terkait
dan kerja Kecil lokal tersertilikasi Tupoksi)
ramah i ; TKDN po
laku sesuai w;,
pei 14 hari kerja
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Sertifikasi TKDN
bagi Industri
Menengah sesuai
SLA 45 han kerja

Regulasi daerah
terkait P3DN dan
UMKM

Regulasi dacrah yang
tidak mendukung

Melaksanak
an proses
i sertifikasi Jumlah )
Sertifikasi TKDN bagi Sertifikasi Anggaran Tidak
TKDN bagi Pelaku L Pelaku Usaha - di biayai oleh
Industri SERTIFIK Industri Rp DISDAGI APBD Kota
Menengah N.Mm:r-m.: 10 19 10 10 40 AT Menengah - DISDAGIN N Bandung
scsuai SLA Menengah vang (Terkait
45 hari kerja \okal g tersertifikasi Tupoksi)
TKDN
SLA 45 hari
kerja
Jumlah
Menerbitkan regulasi
Regulasi regulasi daerah
daerah daerah vang 1 1 Kegiatan diterbitkan Rp SEKRETARIAT Seluruh
terkait P3DN mendukung B! yang - ‘TIM P3DN PD
dan UMKM P3DN dan mendukung
UMKM P3DN dan

UMKM
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Melaksanak
ing} an Jumlah Pelaku
“on Jumlah Sosialisasi Usaha vang Diskominfo
pemaham ,vﬁ_ux: dan Ea..iw utl bertugas
Jumlah pelaku Pelaku Usaha yang an pelaku usaha yang M«::_M_nw_v-“»m“_n WMM__%M_—””_:%” BPRJ melakukan
usaha yang Belum Memahami usaha paham Pelaku Pelaku I WW_L-N: Rp DiskopUKM Pelaku sosialisasi di
paham dengan terkait Proses terkait dengan ] : L2 S0P} N media atas
Pengidaan sedati Proves ot Usaha dan Usaha Usaha dan - Disdagin, dan Usaha toate
proses pengadaan B _mn F_ Pempibis P! ta UMKM lokal UMKM lokal Diskominfo P ity 1P
secara elektronik ektron !cn.g ﬂﬁ“ an torkait terkait P . ﬂ s
. Proses Pengadaan "
"—n'-ﬂﬂ. elektronik Pengadaan Shisia Elektronik
Secara Elektronik
Elektronik
”lln‘rln Melaksanak Diskominfo
an Jumah Pelaku bertugas
"l Sosialisasi Pengadaan melakukan
Pelaku Pengadaan Jumlah Kebijakan vang sosialisasi di
Jumlah kontrak belum -_lu_ sl kontrak Pencantuma Pelaku mengikuti AMW Rp BPRJ, Pelaku media supaya
vang mencantumkan dakusmes yang n TKDN 100 100 Pengadaa sosialisasi oo. o 47.200.0 Disdagin, Pengada mencantumkan
aam._mm:.caxa: TKDN dalam Sontral mencantum | dalam n Kebijakan 00 00 Diskominfo an TKDN dalam
L dokumen kontrak leh kan TKDN Kontrak Pencantuman dokumen
" 1ak dengan TKDN dalam kontrak oleh
Pengadaa Pelaku Kontrak pelaku
Pengadaan pengadaan
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% barang/jasa
PDN pada RUP
terpenuhi

Jumlah barang/jasa
yang dibutuhkan
tidak dapat dipenuhi
oleh penyedia

Meoningkat

%
barang/jasa
PDN pada
RUP
terpenuhi

Melaksanak
an business
matching
antara
DISDAGIN,
OPD. dan
dengan
pelaku
usaha
(penyedia)

300

300

Pelaku
Pengadaa
n

Jumlah Pelaku
Pengadaan
yang
mengikuti
business
matching

814,
640

Rp

588.814.

640

DISDAGIN dan
Diskominfo

Seluruh
PD

Diskominfo
bertugas
melakukan
sosialisasi di
media atas
penyelenggaraa
n Bussiness
matching
dilingkungan
Pemerintah
kota Bandung
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Belum adanya
kebijakan pemberian
preferensi harga
dalam Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah untuk
pembelian produk
dalam negeri yang
memiliki nilai TKDN
paling sedikit 25%
{dua puluh lima
persen|) sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-
undangan.

Memberikan
preferensi
harga dalam
Pengadaan
Barang/Jas

a

Pemerintah
untuk
pembelian
produk
dalam negeri
yang
memiliki

(dua puluh
lima persen)
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

wu
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Paket

Persentase
preferensi
harga dalam
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
untuk
pembelian
produk dalam
negen yang
memiliki nilai
TKDN paling
sedikit 25%
(dua puluh
lima persen)
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
vang diberikan

Rp

BPBJ

Pelaku
Pengada
an

Anggaran Tidak
di biayai oleh
APBD Kota
Bandung
(Terkait
Tupoksi)
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Belum adanya
informasi transaksi
penggunaan e-katalog
secara komprehensif

Belum optimalnya
pelaksanaan
penilaian penyedia
oleh pengguna e-
katalog

Melaksanak

an

monitoring

dan evaluasi

penggunaan

e-katalog

terkait harga

(telah Laporan hasil Anggaran Tidak
mencantum Monev e- di biayai oleh
kan biaya katalog terkait Rp Pelaku APBD Kota
tambahan Laporan transaksi R BPBJ Pengada Bandung
seperti biaya penggunaan e- an (Terkait
kirim, biaya katalog secara Tupoksi)
instalasi, dll) komprehensif

dan aktifitas

penyedia

(aktif atau

tidak,

bagaimana

ratingnya,

dll)

Melaksanak

Lo S ﬂhmﬂ”_:u Anggaran Tidak
monitonng : el
dan evaluasi dan evaluasi Rp Pelaku M_vw.mﬁ“u h
penilaian Laporan penilaian - BPBJ Pengada Bandung
penyedia penyedia on_—_ns an (Terkait

oleh pengguna di e- Tupoksi
penggunaan katalog poksi)

e-katalog
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% Belanja Produk
Impor pada RUP
terpenuhi

Spesifikasi barang
yang dibutuhkan
belum dapat dipenuhi
oleh penyedia dalam
negeri

Menurunn
ya Belanja
Produk
Impor
Pengadaa
n
Barang/Ja
sa
Pemerinta

% Belanja
Produk
Impor pada
RUP
terpenuhi

Menyusun
Kebijakan
Pengendalia
n
Penggunaan
Produk
Impor dalam
pengadaan
barang/jasa
pemerintah

Regulasi

Jumlah
Kebijakan
Pengendalian
Penggunaan
Produk Impor
dalam
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
vang
diterbitkan

Rp

SEKRETARIAT
TIM P3DN

Seluruh
PD

Anggaran Tidak
di biayai oleh
APBD Kota
Bandung
(Terkait
Tupoksi)
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Melaksanak
an
Sosialisasi
kebijakan
Pengendalia
n
penggunaan
barang
impor dalam
pengadaan
barang/jasa
pemerintah

100

Pelaku
Pengadaa
n

Jumlah Pelaku
Pengadaan
yang
mengikuti
Sosialisasi
kebijakan
Pengendalian
penggunaan
barang impor
dalam
pengadaan
barang/jasa
pemerintah

Rp
a7.2
00.0

SEKRETARIAT
TIM P3DN

Seluruh
PD
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Melaksanak

an
Monitoring
dan
Evaluasi
kebijakan
Pengendalia
n

penggunaan
produk
impor dalam
pengadaan
barang/jasa
pemerintah

Laporan

Laporan
Monitoring
dan Evaluasi
kebijakan
Pengendalian
penggunaan
produk impor
dalam
pengadaan
barang/jasa
pemerintah

Rp

TIM MONEV
P3DN

Seluruh
PD




39

Persentase
Tindaklanjut
Kebijakan
Penggunaan
PDN/UMKM

Masih rendahnya
kepatuhan
melaksanakan RUP
sesuai pencatatan

Meningkat

Kepatuha

Pengguna
an

PDN /UMK
M

Persentase
Tindaklanjut
Kebijakan
Penggunaan
PDN/UMKM

Melaksanak
an revisi
pembentuka
n Tim
Peningkatan
Penggunaan
Produk
Dalam
Negeri
(P3DN) Kota
Bandung

Surat
Keputusa
n

Jumlah Surat
Keputusan
Perbaikan
Pembentukan
Tim
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri
(P3DN)Kota
Bandung

Rp

SEKRETARIAT
TIM P3DN

Seluruh
PD
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Melaksanak
an
Pengawasan
kepatuhan
PD dalam
Penggunaan
PDN/UMKM
pada
Pengadaan
Barang/.Jas

a
Pemerintah

60

60

60

240

Paket
Pekerjaan

Jumlah Paket
Pekerjaan
yang
dilakukan
Pengawasan
kepatuhan PD
dalam
Penggunaan
PDN/UMKM
pada
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah

Rp

N
2

Rp
65.0
00.0

Rp
27.9
00.0
00

Rp
65.

.00

Rp
185.800
000

INSPEKTORAT

Seluruh
PD
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Jumlah Paket

Melaksanak Pekerjaan
an yang
tindaklanjut ditindaklanjuti
hasil rekomendasin
pengawasan va atas hasil Rp Rp
kepatuhan Pengawasan 14, Rp S
Penggunaan 60 60 60 | 60 240 Eﬂnwﬂu: kepatuhan PD 5 n_vm,m . 000 | 28.0000 | INSPEKTORAT wm_:E:
PDN/UMKM dalam oo. 00 00
pada Penggunaan o
Pengadaan PDN/UMKM
Barang/Jas pada
a Pengadaan
Pemerintah Barang/Jasa
Pemerintah

Pj.WALI KOTA BANDUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
A BAGIAN HUKUM TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO




